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ABSTRACT

Trade liberalization in ASEAN has an impact on the reduction of tariff and non-tariff trade barriers so that 
it encouraging economic integration. This integration is expected to improve the performance of timber trade 
(HS44) among ASEAN countries. The aim of this study was to determine the effect of trade liberalization in ASEAN 
market toward the trade performance of Indonesian timber products. The approach used consists of analysis of 
market share and balance of trade. The results showed that in general, trade liberalization in ASEAN market has 
an effect on the performance of trade in Indonesian wood products, especially when the ASEAN Trade in Goods 
Agreement (ATIGA) scheme was implemented in 2010. At that time, wood and wooden furniture tariff were set at 
0%.  Non-tariff barrier of HS44 consist of certificates of origin of timber as a pre-requirement of duty-free import, 
and timber legality certification. Within the scope of ASEAN, wood market share is dominated by Malaysia (as 
a market leader) and Thailand. While in the world wood product market, Indonesia has become the competitors 
of Malaysia. The enhancement of Indonesian’s wood competitiveness needs to be done by overcoming non-tariff 
barriers and trade policies that more take sides on the timber industries. 

Keywords: Trade liberalization; ASEAN; market share; balance of trade; wood-based product.

ABSTRAK

Liberalisasi perdagangan di ASEAN berdampak terhadap berkurangnya hambatan tarif maupun non-
tarif sehingga mendorong keintegrasian ekonomi. Keintegrasian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
perdagangan kayu (HS44) antar negara-negara ASEAN. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
liberalisasi perdagangan di pasar ASEAN terhadap kinerja perdagangan produk kayu Indonesia.  Pendekatan 
yang digunakan terdiri dari analisis pangsa pasar dan neraca perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara umum liberalisasi perdagangan di pasar ASEAN berpengaruh terhadap kinerja perdagangan produk kayu 
Indonesia, khususnya saat skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) diberlakukan pada tahun 2010. 
Saat itu tarif barang kayu dan furniture kayu ditetapkan sebesar 0%. Hambatan perdagangan non-tarif produk 
kayu Indonesia di pasar ASEAN adalah surat keterangan asal kayu sebagai syarat bebas bea masuk, dan sertifikasi 
legalitas kayu. Dalam lingkup ASEAN, pangsa pasar kayu didominasi oleh Malaysia (pemimpin pasar) dan 
Thailand. Di pasar produk kayu dunia, Indonesia menjadi pesaing bagi Malaysia. Peningkatan daya saing produk 
kayu Indonesia perlu dilakukan dengan mengatasi hambatan non tarif dan kebijakan perdagangan yang lebih 
berpihak pada industri kayu. 

Kata kunci: Liberalisasi perdagangan; ASEAN; pangsa pasar; neraca perdagangan; produk kayu.
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I. PENDAHULUAN
Perdagangan bebas akan meningkatkan 

efisiensi mulai dari sistem produksi sampai 
dengan pemasaran/perdagangan sehingga 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 
negara (Wellyanti, 2015).  Liberalisasi 
perdagangan di kawasan Association of South 
East Asian Nations (ASEAN) bersama dengan 
China, Jepang dan Korea (ASEAN + 3) pada 
tahun 2020, akan mendapat manfaat dengan 
peningkatan output, perluasan perdagangan 
dan kesejahteraan (Mukhopadhyay & 
Thomassin, 2010). Untuk itu Indonesia aktif 
dalam mendorong liberalisasi perdagangan di 
wilayah ASEAN. Liberalisasi perdagangan 
mengharuskan suatu negara untuk mengurangi 
hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif 
maupun non-tarif sesuai dengan kondisi dan 
kesiapan negara tersebut. Di tingkat regional 
ASEAN, Indonesia telah menyepakati 
perjanjian perdagangan bebas (Free Trade 
Agreement/FTA) pada tahun 1993 (Oktaviani, 
Widyastutik, & Novianti, 2009) ASEAN 
Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan 
implementasi ASEAN Economic Community 
(AEC) pada tahun 2015. AEC mentransfor
masikan kawasan ASEAN menjadi kawasan 
di mana peningkatan aliran bebas barang, 
jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, 
serta aliran modal (Julita & Hasrudy, 2017). 
Hal ini bisa mendatangkan peluang sekaligus 
hambatan bagi perdagangan nasional. 

Perekonomian Indonesia semakin 
terbuka dan menjadi bagian aktif dari proses 
globalisasi. Terbukanya akses pasar luar negeri 
turut memudahkan barang dan jasa dari luar 
yang lebih murah dan lebih berkualitas masuk 
ke dalam negeri. Implikasinya adalah produk 
barang dan jasa lokal harus bersaing dengan 
barang-barang luar negeri. Konsekuensinya, 
Indonesia harus meningkatkan daya saing 
produknya untuk turut serta menikmati 
keuntungan liberalisasi perdagangan dalam 
ASEAN. Kebijakan perdagangan interna
sional terutama lingkup regional ASEAN turut 

memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia 
termasuk produk kayu. 

Pada tahun 2017, berdasarkan indeks daya 
saing global, Indonesia menempati peringkat 
37 dari 138 negara. Pada level ASEAN 
Indonesia berada pada urutan keempat setelah 
Singapura (2), Malaysia (18) dan Thailand (32) 
(World Economic Forum, 2017). Pemerintah 
menetapkan Visi Pembangunan Industri 
Jangka Panjang Tahun 2025 yaitu “Membawa 
Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh 
Dunia”, yang diturunkan ke dalam visi jangka 
pendek Pembangunan Industri tahun 2015–
2019 yaitu menjadikan “Indonesia menjadi 
Negara Industri yang Berdaya Saing dengan 
Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan 
Sumber Daya Alam dan Berkeadilan” 
(Kementerian Perindustrian, 2015). Rencana 
pembangunan indusri tersebut sebagai upaya 
peningkatan daya saing industri Indonesia di 
pasar dunia.

Produk kayu Harmonized System (HS) 44 
menjadi produk yang penting untuk dikaji, 
karena merupakan salah satu produk prioritas 
dalam AEC. Sebagian besar produk HS44 
memiliki Indeks Spesialisasi Perdagangan 
(ISP) surplus dan terspesialisasi dengan 
nilai tambah tinggi (Lubis, 2013). Produk 
ini telah memiliki standar internasional yang 
telah disepakati oleh negara anggota ASEAN 
(ASEAN Agreed Version Standards/AAS) 
(Louhenapessy, Mustar, & Lukiawan, 2015). 
Nilai ekpor kayu dan barang kayu (HS44) ke 
dunia memilik trend yang meningkat 4,93% 
per tahun dibandingkan pulp dan paper 
kecenderungan menurun 3,32% selama 5 
tahun terakhir (Asean Secretariat, 2016). 

Indonesia merupakan salah satu produsen 
produk kayu yang cukup diperhitungkan di 
pasar ASEAN. Tulisan ini akan mengkaji 
kinerja perdagangan kayu Indonesia dengan 
negara lain di ASEAN sebelum ada ASEAN 
Trade in Goods Agreement (ATIGA), setelah 
ATIGA (2010-2014) dan setelah kebijakan 
penetapan AEC (mulai tahun 2015).
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II.	METODE PENELITIAN
Liberalisasi perdagangan di negara ASEAN 

diperlihatkan melalui kesepakatan ekonomi 
dalam mengurangi atau menghapuskan 
hambatan perdagangan baik tarif maupun 
non-tarif. Dampak dihapuskannya hambatan-
hambatan perdagangan dan faktor sosial 
ekonomi negara mitra dagang bilateral 
ASEAN akan memengaruhi kinerja perda
gangan kayu di Indonesia. Menurut Tresia, 
(2014), secara teoritis, penghapusan berbagai 
bentuk intervensi dan hambatan dalam 
liberalisasi perdagangan akan mendorong 
peningkatan volume perdagangan yang lebih 
besar (Gambar 1).

Pendekatan analisis data yang digunakan 
adalah analisis pangsa pasar (market share) 
dan neraca perdagangan produk kayu (balance 
of trade). Analisis pangsa pasar merupakan 
cara yang cepat dan intuitif untuk menilai 
daya saing produk suatu negara (Beņkovskis, 
2012). Salah satu indikator daya saing suatu 
komoditi yaitu pangsa pasar. Definisi market 
share menurut Kotler (2012) adalah proporsi 
atau persentase dari hasil penjualan dari 
suatu perusahaan (produk tertentu) terhadap 
seluruh penjualan yang terjadi di suatu pasar 
tertentu. Menurut Widyaningtyas & Widodo 
(2016) pangsa pasar merupakan besarnya 
bagian atau luasnya total pasar yang dapat 
dikuasai oleh suatu perusahaan atau produsen 
yang biasanya dinyatakan dengan persentase. 
Market share produk kayu suatu negara di 

ASEAN dijelaskan sebagai bagian pasar 
(untuk produk kayu) yang dikuasai oleh 
suatu negara di wilayah negara ASEAN, 
dirumuskan Widyaningtyas & Widodo (2016) 
sebagai berikut:

Di mana: MS = pangsa pasar (%),  X = nilai 
ekspor produk HS44 (US$), i = negara di 
ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, 
Philipina, Singapura, Brunei, Myanmar, Lao 
DPR, Cambodia dan Viet Nam), t = periode 
pemberlakuan liberalisasi perdagangan 
(2000-2015)

Definisi neraca perdagangan (balance of 
trade) disebut juga dengan ekspor neto (Anisa, 
2017) adalah suatu catatan atau ikhtisar 
yang memuat atau mencatat semua transaksi 
ekspor dan transaksi impor barang suatu 
negara pada periode tertentu (Pujoalwanto, 
2014). Sehingga neraca perdagangan 
dijelaskan sebagai selisih bersih nilai ekpor 
dan nilai impor suatu barang maupun jasa 
suatu negara pada periode tertentu. Apabila 
nilai neraca perdagangan positif berarti 
terjadi surplus (nilai ekspor melebihi nilai 
impor), sebaliknya bila negatif berarti defisit 
(nilai impor melebihi nilai ekspor). Neraca 
perdagangan dirumuskan Pujoalwanto (2014) 
sebagai berikut:

Sumber (Source): Modifikasi konsep liberalisasi perdagangan (Free-trade concept modified) (Tresia, 2014)

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian
Figure 1. Research logical framework  
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Di mana: BOT = Neraca perdagangan  (US$), 
X   = nilai ekspor produk HS 44 (US$), M = 
nilai impor produk HS 44 (US$), i = negara 
di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, 
Philipina, Singapura, Brunei, Myanmar, Lao 
DPR, Cambodia dan Viet Nam), t = periode 
pemberlakuan liberalisasi perdagangan 
(2000–2015).

Pengumpulan data dilakukan pada bulan 
Mei sampai dengan November 2016.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perdagangan internasional merupakan 

aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh 
suatu negara dengan negara lain berdasarkan 
kesepakatan bersama, misalnya dalam 
wilayah regional ASEAN. Kebijakan 
perdagangan lingkup regional ASEAN 
berupaya mengurangi hambatan perdagangan 
baik tariff maupun non-tarif. Kebijakan ini 
tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja 
perdagangan produk kayu di ASEAN. 

A.	Hambatan Perdagangan Kayu dan 
Produk Kayu (Wood Based Products) 
setelah Liberalisasi Perdagangan 
ASEAN
Hambatan utama dalam perdagangan 

internasional adalah faktor kebijakan 
ekonomi suatu negara bagi kelancaran arus 
barang antar negara. Hambatan perdagangan 
adalah kebijakan atau tindakan perdagangan 
yang diterapkan oleh negara yang dapat 
menghambat arus barang dan jasa. Hambatan 
tersebut dapat dibedakan menjadi hambatan 
tarif dan hambatan non-tarif.

1.	 Hambatan Tarif
Menurut Ginting (2014) tarif merupakan 

kebijakan yang umum dilakukan pemerintah 
untuk memberikan perlindungan kepada 
produsen dalam negeri terhadap persaingan 
impor yang harganya lebih murah. Tarif tidak 
memerlukan anggaran dari negara, sehingga 
intervensi negara dalam perekonomian 
dapat diminimalisir; sebagai sebuah dogma 
kaum liberal, sehingga anggaran negara 

dapat disalurkan pada bidang lain yang lebih 
memerlukan (Muhajir, 2016). Definisi tarif 
adalah sebagai berikut :
•	 Import Tariff/Bea Masuk: sejumlah 

nilai yang dibebankan terhadap adanya 
importasi suatu barang/komoditi ke dalam 
suatu negara (Laksani & Putri, 2015).

•	 Most Favoured Nation (MFN): tarif bea 
masuk yang berlaku untuk anggota WTO 
(Saggi, 2009).

•	 Preferential Tariff: fasilitas pengurangan 
atau pembebasan bea masuk berdasarkan 
perjanjian atau kesepakatan internasional. 
Tarif ini dikenakan untuk suatu negara 
yang telah melakukan suatu integrasi 
ekonomi seperti dalam negara ASEAN.
Pada awalnya kerja sama ASEAN difokus

kan pada sektor ekonomi yakni program-
program pemberian preferensi perdagangan 
(preferential trade), usaha patungan (joint 
ventures), dan skema saling melengkapi 
(complementation scheme) antar pemerintah 
negara-negara anggota maupun pihak swasta 
di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial 
Projects Plan  tahun 1976, Preferential 
Trading Arrangement (PTA) tahun 1977, 
ASEAN Industrial Complementation Scheme 
(AICS) tahun  1981, ASEAN Industrial Joint-
Ventures Scheme (AIJVS) tahun 1983, dan 
Enhanced Preferential Trading Arrangement 
(PTA) tahun 1978).

PTA dirancang untuk meningkatkan 
perdagangan intra-ASEAN melalui 
pemberian preferensi tarif pada produk 
tertentu. Hambatan yang dihadapi PTA adalah 
karena pertukaran preferensi tariff dilakukan 
dengan cara negosiasi dengan negara anggota 
yang lain atau dengan cara ditawarkan secara 
sepihak dan dilakukan berdasarkan pendekatan 
produk per produk, sehingga prosesnya 
memakan waktu lama (Koesrianti, 2013). 
Pada periode 1980-an dan 1990-an, ketika 
negara-negara di dunia mulai melakukan 
upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-
hambatan ekonomi, negara-negara anggota 
ASEAN saling membuka perekonomian 
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antar negara ASEAN melalui AFTA hingga 
selanjutnya AEC 2015. Pembentukan  AFTA 
mengukuhkan terbentuknya pasar tunggal 
ASEAN yang tujuannya adalah untuk 
menciptakan pasar yang terintegrasi antar 
negara anggota ASEAN dan sasarannya 
adalah meningkatkan daya saing ekonomi 
ASEAN sebagai product based dalam 
menghadapi persaingan di pasar dunia 
(Isventina, Nuryartono, & Hutagaol, 2013). 
Berdasarkan perjanjian antar negara ASEAN, 

tahapan pengurangan tarif mulai efektif 
utamanya sejak tahun 1993 melalui AFTA, 
hingga tahun 2010 semua produk ASEAN-6 
(Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipines, 
Singapore dan Thailand) dikenakan 0%, 
seperti pada tabel 1.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah 
ditandatangani Framework Agreement on 
Enhancing ASEAN Economic Cooperation 
sekaligus menandai dicanangkannya 
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Tabel 1. Preferensi tarif antar negara ASEAN
Table 1. Preferenntial Tariff among ASEAN countries

Tahun 
(Year)

Tarif (Tariff)

1993 Tahapan CEPT-AFTA mulai 1 Januari 1993 mencakup produk manufaktur.
Tahun 2000: Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 85% dari seluruh jumlah pos 
tarif dalam Inclusion List (IL). 
Tahun 2001: Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 90% dari seluruh jumlah pos 
tarif dalam Inclusion List (IL). 

2002 Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA): 
penurunan tarif 0-5%, sebanyak 100%. Telah memasukkan beberapa produk pertanian

2010 ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Tariff 0% semua produk : ASEAN-6 
2015 AEC Des 2015: free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta 

penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN.  ATIGA dgn Tariff 0% semua produk : 
Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam (CMLV) mulai 2015

Sumber (Source):  Data sekunder, diolah (Secondary data, processed)

Sumber (Source): Data ASEAN Secretariat diolah (2016) (Source: ASEAN Secretariat data processed (2016)

Gambar 2. Tarif rata-rata ASEAN-6 (1993-1999)
Figure.2. The average tariff of ASEAN-6 countries (1993-1999)
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ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 
tanggal 1 Januari 1993 dengan Common 
Effective Preferential Tariff (CEPT) sebagai 
mekanisme utama. Tarif ASEAN-6 pada 
periode ini mencapai hingga 20% (Gambar 
2). Kemudian tarif mulai tahun 2000 mulai 
menurun, di mana tarif periode CEPT-AFTA 
di bawah 9%, ATIGA di bawah 4% dan AEC 
2015 di bawah 1% termasuk negara Kamboja, 
Myanmar, Laos dan Vietnam (Gambar 3).

Pada tahun 2002 tarif CEPT-AFTA yang 
besarnya 0-5% sudah mencakup  90% dari 

seluruh produk dalam skema CEPT. Produk-
produk dari keenam anggota ASEAN (Brunei 
Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, 
Singapura dan Thailand) yang tarif 0-5% 
masing-masing telah mencapai 97,3%; 
90,1%; 90,88%; 92,7%; 100% dan 90%. 
Berdasarkan kesepakatan CEPT-AFTA tahun 
2002, maka mulai tahun 2003 telah ditetapkan 
tarif 0% bagi produk kayu dan barang kayu 
(HS44) demikian juga berlaku bagi negara 
ASEAN lainnya. Tetapi untuk produk wooden 
furniture masih memiliki tarif sebesar 5% 
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Sumber (Source): Data ASEAN Secretariat, diolah 2016 (Source: ASEAN Secretariat data, processed 2016)

Gambar 3. Tarif rata-rata negara ASEAN
Figure 3. The average tariff of ASEAN countries

Sumber (Source): Data ASEAN Secretariat, diolah 2016 (Source: ASEAN Secretariat data, processed 2016)

Gambar 4. Tarif rata-rata ASEAN-6 dan CMLV (2010-2015)
Figure 4. The average tariff of ASEAN-6 and CMLV (2010-2015)
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antar negara ASEAN. Hasil penelitian 
Ridzuan, Halim, Noor, & Ahmed (2016) 
juga menunjukan bahwa skema CEPT AFTA 
berhasil mengurangi hambatan tarif dan non-
tarif, telah memberikan kontribusi ekonomi 
yang signifikan terhadap empat negara yakni 
Malaysia, Indonesia, Filipina dan Thailand.

Kemudian pada tahun 2010 mulai 
diterapkan ATIGA hingga AEC (2015) 
di mana negara ASEAN-6 berkomitmen 
menetapkan sebagian besar produk memiliki 
tarif 0%. Terlihat pada (Gambar 4) bahwa 
tarif rata-rata produk sudah di bawah 0,2%.  
Setelah tahun 2010 baik produk kayu (HS44) 
dan produk wooden furniture tarifnya telah 
mencapai 0%.

Dalam hal pengurangan/penghapusan tarif 
dan hambatan non-tarif internal ASEAN, 
ATIGA menegaskan kembali kesepakatan 
yang telah dicapai sebelumnya, yakni 
penghapusan seluruh tarif atas produk 
dalam  kategori  Inclusion List (IL) pada 
1 Januari 2010 bagi ASEAN-6, dan 2015-
2018 bagi ASEAN-4 (CMLV). Dalam rangka 
ATIGA, Indonesia menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 128/
PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk atas Barang Impor. Dalam lampiran 
peraturan tersebut, beberapa produk dari 
Negara ASEAN (termasuk kayu) dikenakan 
bea masuk 0%.

2.	 Hambatan Non-tarif
Kebijakan Non-Tariff  Barriers (NTBs) 

adalah berbagai kebijakan perdagangan 
internasional selain bea masuk yang dikenakan 
oleh suatu negara dengan tujuan untuk 
melindungi kepentingan ekonomi nasional, 
industri dalam negeri, untuk menghadapi 
persaingan dengan produk asing (Dahar, 
Oktaviani, & Rindayati, 2014) Adapun 
mekanisme NTBs produk kayu antara lain :
•	 Certificate of Origin (CoO) atau Surat 

Keterangan Asal (SKA). Ini merupakan 
mekanisme yang digunakan untuk 
menentukan asal produk dalam rangka 
mendapatkan fasilitas tarif preferensial 

(Latifah, 2015). Perdagangan produk 
kayu memiliki sensitifitas tinggi terkait 
dengan asal bahan produksinya. SKA 
juga digunakan untuk peningkatan standar 
keamanan lingkungan yang menjadi 
hambatan teknis perdagangan (Romarina, 
2016). Tujuan CoO adalah sebagai 
ukuran untuk menerapkan tindakan dan 
instrumen kebijakan perdagangan seperti 
anti-dumping dan safeguard; untuk 
memutuskan apakah suatu produk impor 
akan dikenai Most Favoured Nation 
(MFN) atau preferensi tarif dan keperluan 
statistik perdagangan (Dewanty, 2012). 
Dokumen ini merupakan syarat untuk 
dapat memperoleh tarif CEPT. 

•	 Technical Barrier to Trade (TBT), 
perjanjian TBT ini mencakup aturan 
mengenai standar, regulasi teknis, serta 
skema/prosedur penilaian kesesuaian 
untuk memastikan bahwa regulasi teknis, 
standar, dan prosedur penilaian tersebut 
tidak menciptakan hambatan perdagangan. 
Sedangkan Other Technical Barrier untuk 
timber certification di Indonesia bagi 
produk kayu adalah adanya pemberlakukan 
regulasi Sistem Verifikasi Legalitas 
Kayu (SVLK) pada semua produk kayu 
(Widyastutik, 2015) Kebijakan SVLK 
dianggap sebagai hambatan perdagangan. 
Menurut (Giurca, Jonsson, Rinaldi, & 
Priyadi, 2013) kebijakan internasional 
Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade (FLEGT) (di Indonesia diadopsi 
melalui SVLK) telah mengurangi jumlah 
ekspor kayu ke Uni Eropa. 

B.	 Kinerja Perdagangan dan Pangsa Pasar 
HS44 di ASEAN
Kinerja perdagangan kayu akan dilihat 

dari pasar dunia maupun ASEAN, dengan 
pendekatan pangsa pasar dan neraca 
perdagangan.
1.	 Kinerja Perdagangan Kayu ASEAN ke 

Dunia
Liberasasi perdagangan tujuannya adalah 

meningkatkan kinerja perdagangan suatu 
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negara dalam lingkup ASEAN dan ke luar 
ASEAN. Dalam lingkup perdagangan kayu 
ASEAN ke dunia, Indonesia merupakan 
pesaing bagi Malaysia. Nilai pangsa pasar 
kayu ASEAN di dunia didominasi oleh negara 
Malaysia (30,57%), Indonesia (24,02%)  
Philipina (15,09%), dan Thailand (10,32%) 
(Gambar 5). Dari kesepuluh negara ASEAN, 
Indonesia menduduki posisi  ke-2 untuk 
pangsa pasar kayu ASEAN di dunia.

2.	 Kinerja Perdagangan Kayu Intra-ASEAN
a)	 Volume Ekspor dan Impor Kayu Indonesia 

di Pasar ASEAN
Liberalisasi perdagangan antar negara 

ASEAN telah berhasil mengurangi hambatan 
perdagangan baik hambatan tarif maupun 
non-tarif. Gambar 6 menyajikan pengaruh 
periodisasi liberalisasi perdagangan di 
ASEAN terhadap kinerja perdagangan kayu 
Indonesia. Berikut adalah volume kayu 
Indonesia ke ASEAN (Gambar 6). Salah 
satu komponen penting untuk meningkatkan 
daya saing suatu negara adalah komponen 
ekspor (Ayuningsih & Setiawina, 2014). 
Ekspor barang kayu Indonesia meningkat 
walaupun kecil (kurang 1% per tahun) 
setelah AFTA 1992 digulirkan (Widyasanti, 
2010). Beberapa studi menyimpulkan 

bahwa AFTA belum meningkatkan volume 
perdagangan intra-ASEAN, karena negara-
negara ASEAN memiliki sumber daya yang 
sama (sebagai kompetitor) sehingga komoditi 
yang diperdagangkan adalah komoditi sejenis 
(Ridwan, 2009). Rata-rata tren volume ekspor 
kayu Indonesia ke ASEAN tahun 2000-2009 
(masa CEPT-AFTA) menurun kurang lebih 
4%, akan tetapi pada tahun 2010-2015 menun
jukkan tren meningkat 15,5% (Gambar 6). 

Tahun 2010 bertepatan dengan skema 
ATIGA (tarif 0% untuk produk kayu) mulai 
diberlakukan. Kinerja perdagangan tidak 
hanya ditunjukkan melalui ekspor namun juga 
termasuk jumlah impor barang kayu. Rata-
rata nilai impor kayu per tahun selama tahun 
2000-2009 (CEPT-AFTA) dapat mencapai 
hingga 41%, setelah tahun 2010 pertambahan 
nilai impor hanya mencapai kurang lebih 4,5% 
(Gambar 7). Sedangkan negara ASEAN yang 
mengekspor kayu ke Indonesia didominasi 
oleh negara Malaysia dan Thailand.

b)	 Pangsa Pasar dan Neraca Perdagangan  
Kayu Negara-negara ASEAN
Neraca perdagangan kayu adalah salah 

satu indikator kinerja perdagangan kayu. 
Berdasarkan Gambar 8 terlihat bahwa negara 
ASEAN yang memiliki neraca perdagangan 

Sumber (Source): Data ASEAN Secretariat, diolah 2016 (Source: ASEAN Secretariat data, processed 2016)

Gambar 5. Pangsa pasar Kayu ASEAN di pasar dunia
Figure 5. ASEAN wood market share  in world market
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kayu yang positif adalah Malaysia, Indonesia, 
Myanmar dan Lao People’s Democratic 
Republic (Lao PDR). Sedangkan negara-
negara ASEAN lain, yaitu Philipina, 
Cambodia, Singapura, Thailand, Brunei 
Daruslam dan Viet Nam memiliki nilai neraca 
perdagangan yang negatif.

Walaupun pertambahan nilai impor kayu 
Indonesia masih berkisar 4,5%, namun nilai 
neraca perdagangan kayunya  adalah positif, 

yang berarti bahwa nilai ekspor kayu Indonesia 
ke ASEAN masih lebih besar dibandingkan 
impornya dan cenderung meningkat setelah 
skema ATIGA (Gambar 9). Bahkan setelah 
AEC, neraca perdagangan kayu Indonesia 
semakin meningkat seiring dengan turut 
sertanya negara Kamboja, Myanmar, Laos 
(Lao PDR) dan Vietnam dalam pengurangan 
tarif kayu di ASEAN. 

Sumber (Source): Data Kemendag, diolah 2016 (Kemendag data, processed 2016)

Gambar 6. Volume kayu (HS44) Indonesia ke ASEAN
Figure 6. The volume of timber exports (HS44) Indonesia to ASEAN

Sumber (Source): Data Kemendag, diolah 2016 (Kemendag data, processed 2016)

Gambar 7.  Volume impor kayu Indonesia dan negara asal impor
Figure 7. Volume of  timber imports to Indonesia and  country of origin
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Selain melihat ekspor dan impor kayu, 
kinerja perdagangan kayu Indonesia juga 
dapat dilihat dari pangsa pasarnya di ASEAN. 
Analisis pangsa pasar secara inheren 
sebenarnya lebih kompleks daripada analisis 
penjualan untuk suatu produk karena terdapat 
faktor kompetitif di dalamnya (Cooper & 
Nakanishi, 2010). Demikian pula dengan 
pangsa pasar di ASEAN ada faktor kompetitif 
perdagangan produk kayu antar negara 

ASEAN. Berikut pangsa pasar kayu dan 
barang kayu di pasar ASEAN.

Pangsa pasar produk barang kayu di pasar 
ASEAN dikaji dalam tiga periode, yaitu 
periode CEPT, ATIGA dan AEC. Periode 
CEPT dilihat sebelum tahun 2010 yaitu 
2005-2009. Pangsa pasar kayu periode CEPT 
untuk Malaysia adalah 47,93%, Thailand 
17,82%, Myanmar 13,13,85%, dan Indonesia 
9,42%. Pada periode ATIGA masih dikuasai 

Sumber (Source): Data ASEAN Secretariat, diolah 2016 (Source: ASEAN Secretariat data, processed 2016)

Gambar 8.  Neraca Perdagangan kayu negara ASEAN
Figure 8. Timber Trade Balance of f ASEAN countries

Sumber (Source): Data ASEAN Secretariat, diolah 2016 (Source: ASEAN Secretariat data, processed 2016)

Gambar 9. Pangsa Pasar HS44 di ASEAN
Figure 9. Market share of HS44 in ASEAN
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Malaysia (46,08%), kemudian disusul oleh 
Thailand (19,24%), dan Indonesia (10,58%). 
Pada periode AEC, pangsa pasarnya masih 
didominasi oleh Malaysia (47,88%), 
kemudian disusul oleh Thailand (18,69%), dan 
Indonesia (13,89%). Ketika negara Kamboja, 
Myanmar, Laos dan Vietnam mendapatkan 
kesempatan menikmati tarif 0% semasa AEC 
(2015), pangsa pasar kayu negara-negara 
tersebut mengalami peningkatan.  

Sejak tahun 1988 hingga 2005 volume 
ekspor kayu lapis Indonesia senantiasa lebih 
besar daripada negara Malaysia, sehingga 
selama periode tersebut Indonesia dapat 
dianggap sebagai pemimpin pasar (market 
leader) khususnya untuk kayu lapis tropik 
(tropical hardwood), sedangkan Malaysia 
merupakan pengikut pasar (market follower) 
(Dwiprabowo, 2009). Namun sejak 2005 
negara Malaysia menggantikan posisi 
Indonesia sebagai market leader, bahkan 
tertinggal oleh negara Thailand. Daya 
saing internasional industri kayu Indonesia,  
khususnya kayu lapis pada periode tersebut 
dipengaruhi kebijakan ekonomi internasional 
terkait perdagangan kayu bulat dan kurangnya 
kebijakan untuk mendorong industri yang 
efisien (Barusman, 2013). Negara Malaysia 
saat ini adalah market leader untuk pasar 

kayu di ASEAN, sedangkan Indonesia adalah 
market follower. Menurut Kotler (2012) 
market leader adalah pihak yang memiliki 
pangsa pasar terbesar. Biasanya memiliki 
karakteristik unggul dalam pengenalan 
produk baru, kemampuan menetapkan harga, 
cakupan saluran distribusi luas dan efisien, 
intensitas promosi tinggi dan pusat orientasi 
pesaing. Walaupun saat ini, Indonesia 
bukan market leader, pangsa pasar kayu 
Indonesia meningkat seiring skema CEPT, 
ATIGA hingga AEC (Gambar 10). Hal ini 
menunjukkan adanya pengaruh  liberalisasi 
perdagangan  di ASEAN terhadap kinerja 
perdagangan kayu di Indonesia.

Diversifikasi dan jenis produk menentukan 
daya saing perdagangan di ASEAN  
Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa 
dari 21 jenis produk kayu Indonesia HS44 
(empat digit), hanya produk kayu Indonesia 
HS4402, HS4409 dan HS4420 yang memiliki 
market share lebih unggul dibandingkan  
negara ASEAN lain (Gambar 11). Produk 
kayu Indonesia HS4402 adalah arang kayu;  
HS4409 terdiri atas kayu, termasuk strip dan 
friezes lantai parket, tidak dirakit, beralur, 
rebated, chamfered, v-jointed beaded, molded, 
rounded; HS4420 terdiri atas wood marquetry 
dan kayu hias, peti mati dan peti perhiasan 

Sumber (Source): Data ASEAN Secretariat, diolah 2016 (Source: ASEAN Secretariat data, processed 2016)

Gambar 10 Pangsa pasar kayu indonesia di pasar ASEAN
Figure 10. Indonesia wood market share  in ASEAN market
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atau alat makan, dan barang semacam itu dari 
kayu, patung dan hiasan dari kayu. Untuk   
produk-produk kayu yang termasuk ke dalam 
tiga HS tersebut, Indonesia adalah market 
leader karena memiliki pangsa pasar lebih 
dari 40% di pasar kayu ASEAN. Selebihnya 
adalah  HS4412 (plywood) dan HS4413 
(Metallised wood and other densified wood 
in blocks, plates, strips or profile shapes) 
yang memiliki  pangsa pasar 28,89% dan 
26,43%. Pangsa pasar plywood Indonesia 
di pasar ASEAN belum  menjadi pemimpin 
pasar namun yang cukup baik. Sementara 
menurut Widyastutik & Arianti (2014) kayu 
lapis Indonesia memiliki tingkat daya saing 
dan kemampuan penetrasi yang tinggi di 
pasar dunia bersaing dengan Malaysia. Hal 
ini didasarkan pada nilai rata-rata reveal 
comparative advanced (RCA) yang cukup 
tinggi pada pasaran negara mitra dagang 
utama. Perdagangan kayu lapis Indonesia 
dengan Inggris memiliki nilai tertinggi, 
disusul dengan Jerman, Arab Saudi, Cina dan 
Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa 
produk kayu lapis Indonesia masih memiliki 
peluang besar untuk menjadi pemain utama 
di pasar ASEAN di masa mendatang, dengan 
asumsi pasokan kayu bulat dapat berkembang 

sesuai dengan permintaan pasar.
Upaya peningkatan ekspor optimal 

maka Indonesia perlu mencari pasar lain 
yang sedang tumbuh untuk produk yang 
mengalami penurunan pangsa pasar negara 
tujuan ekspor (Ningsih, 2016). Untuk 
meningkatkan nilai ekspor produk kayu, 
Indonesia dapat melakukan ekspansi pasar ke 
negara importir seperti yang dilakukan oleh 
Malaysia. Pengalaman Malaysia dalam kajian 
Harun, Zaki, Ismail, Khairil, & Awang (2014) 
menyebutkan bahwa ekspor produk kayu 
Malaysia untuk periode 10 tahun memiliki 
tren yang stabil dan permintaan yang 
tinggi. Pemerintah Malaysia telah berupaya 
meningkatkan produksi produk yang bernilai 
tambah, bergerak menjauhi produk komoditas 
primer, melalui pengembangan industri 
berbasis kayu, yang diperluas ke arah nilai 
tambah produk hilir secara terintegrasi dengan 
penelitian dan pengembangan desain produk 
dan promosi pasar. Pemerintah Malaysia 
terus membuka akses ke pasar baru, yaitu 
di Selandia Baru, Amerika Selatan, Timur 
Tengah, Afrika dan Rusia melalui perjanjian 
perdagangan.

Indonesia dalam pasar kayu ASEAN 
bukan market leader, artinya Indonesia tidak 
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Sumber (Source): Data ASEAN Secretariat, diolah 2016 (Source: ASEAN Secretariat data, processed 2016)

Gambar 11. Market Share Indonesia di ASEAN (HS44 4 digit)
Figure 11. Market share of Indonesia wood in ASEAN market (HS44 4 digit)
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bisa memengaruhi pasar ASEAN, Indonesia 
hanya sebagai market follower.  Di lain pihak 
masih terdapat hambatan perdagangan yang 
berasal dari sisi produksi, yaitu kebijakan 
yang berubah-ubah dalam jangka waktu 
relatif pendek, iklim investasi yang kurang 
kondusif, masalah perizinan, kesulitan bahan 
baku, dan kesulitan modal (Suryandari, 
Djaenudin, Astana, & Alviya, 2017), serta 
stabilitas harga bahan baku (Arianti & Lubis, 
2011). Hambatan lain adalah kualitas sumber 
daya manusia untuk menghasilkan produk 
yang bersaing dalam pasar ASEAN (Hidayah 
& Roisah, 2017).

Lebih lanjut kebijakan yang masih menjadi 
hambatan dalam produksi adalah implementasi 
SVLK dan  Sistem Informasi Penatausahaan 
Hasil Hutan (SIPUHH) berbasis online, yang 
masih belum diterima oleh industri, utamanya 
industri kecil dan mikro (Suryandari et al., 
2017). Daya saing produk kayu Indonesia 
perlu untuk ditingkatkan, salah satunya 
dengan mendayagunakan IKM (Saleh, 2015). 
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 
tahun 2015, jumlah industri kecil produk 
kayu adalah 401.084 dan mikro 1.232.574 
unit, dengan serapan tenaga kerja kurang 
lebih 1,6 juta orang. Indonesia perlu belajar 
dari negara lain misal pemerintah China 
untuk mendorong pengusaha menciptakan 
produk yang berkualitas dan harga produk 
yang relatif rendah, di antaranya penetapan 
suku bunga pinjaman rendah, pembangunan 
infrastruktur yang memudahkan investasi, 
mendorong kemajuan industri kecil dan 
menengah, merangsang pertumbuhan ekspor, 
serta memperluas pangsa ekspor. Hal ini 
belum banyak ditemui di Indonesia (Jamilah, 
Sinaga, Tambunan, & Hakim, 2016). 

Dalam wilayah regional ASEAN Indonesia 
belum bisa menguasai pasar kayu dan barang 
kayu. Di luar pasar ASEAN, Indonesia bisa 
menjadi pesaing kayu yang baik untuk negara 
Malaysia.

IV.	KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan
Hambatan tarif antar negara ASEAN mulai 

berkurang sejak AFTA tahun 1993. Pada tahun 
2003  tarif bea masuk untuk kayu & barang 
kayu (HS44) diturunkan menjadi 0% dan 
wooden furniture menjadi 5%. Tahun 2010 
(skema ATIGA) rata-rata tarif semua produk 
adalah 0,04% dan tarif barang kayu HS44 
dan wooden furniture adalah 0%.  Hambatan 
non-tarif kayu HS44 lingkup ASEAN adalah 
SVLK dan SKA. 

Market share kayu HS44 di negara 
ASEAN didominasi negara Malaysia (market 
leader) dan Thailand. Indonesia berada di 
posisi ke-3, namun demikian nilai neraca 
perdagangan Indonesia adalah positif dengan 
tren meningkat. Indonesia merupakan market 
leader untuk HS4402, HS4409 dan HS4420 
di pasar ASEAN, serta  menjadi pesaing bagi 
Malaysia di pasar kayu dunia. 

Secara umum dampak integrasi ekonomi 
ASEAN berpengaruh terhadap kinerja produk 
kayu Indonesia, terutama ketika skema ATIGA 
diberlakukan, tarif HS44 menurun menjadi 
0%, dan ekspor produk HS44 Indonesia ke 
negara ASEAN meningkat sebesar 15,5%.

B.	 Saran
Dalam perkembangannya harga kayu 

yang diterima oleh industri kehutanan belum 
mencerminkan harga pasar sebagai akibat dari 
hambatan perdagangan yang terjadi misalnya 
yang bersifat non-tarif seperti penerapan 
SVLK. Hal ini berimplikasi pada perubahan 
harga di pasar internasional dan tidak sampai 
ke pasar domestik. Untuk itu perlu upaya 
pemerintah untuk mendukung keintegrasian 
pasar domestik dan pasar internasional, 
dengan mengurangi hambatan perdagangan 
baik tarif maupun non-tarif.

Menyadari bahwa Indonesia dalam pasar 
ASEAN hanya sebagai market follower, 
peningkatan daya saing produk kayu Indonesia 
di pasar ASEAN penting untuk dilakukan 
antara lain melalui penawaran harga produk 
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yang lebih kompetitif dan kualitas produk 
yang lebih baik. 

Untuk perluasan pangsa pasar produk kayu 
Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan 
kerja sama ekonomi dengan negara-negara 
importir kayu lain seperti Selandia Baru, 
Amerika Selatan, Timur Tengah, Afrika dan 
Rusia.
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